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Simplifikasi Impor Sementara



Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Impor Sementara

Pelayanan dan pengawasan dibangun secara sistem dalam CEISA (otomasi layanan impor

sementara)
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‘ Barang Larangan dan Pembatasan dalam Impor Sementara

Barang Barang

Dllarang Impor @ @ Dibatasi Impor

Tidak diatur dalam Diatur dalam
178/PMK.04/2017 178/PMK.04/2017
Berlaku ketentuan tidak diberlakukan ketentuan

umum barang
dilarang untuk
diimpor

pembatasan.
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Sinergi dengan D]BC dan Direktorat Jenderal Pajak

Mengakomodasi keperluan Ditjen Pajak terkait pengenaan PPN Jasa atas barang sewa.
v" DIm pengaturan telah membedakan treatment BKP (barang kena pajak) dan JKP (jasa

kena pajak)
v' Menghindari pengenaan double taxation

Pembebasan

Bayar Jaminan [sevesar]
BM . bv-ea masuk yang seharusnya
dibayar
PPN _ PPN atau PPN & PPnBM yang
seharusnya dibayar
FPFh — PPh yang seharusnya dibayar

Keringanan

2% X > bulan jangka waktu izin X > BM
yang seharusnya dibayar

selisih antara BM yang seharusnya
dibayar dengan yang telah dibayar

__— PPN ataﬁPN & PPnBM yang

BM
BN
\

Non KF seharusnya dibayar \
PPN atau PPN & PPnBM yang
J’“D\ - seharusnya dibaya

PPh

PPh yang seharusnya dibayar
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Menghapus terminologi “dianggap tidak diekspor kembali”

menghapus terminologi
"dianggap tidak diekspor kembali
dan diperlakukan sebagai barang
yang tidak diekspor kembali*.

142/PMK.04/2011

® |zin dicabut [karena pindah
lokasi & penggunaan tujuan
lain tanpa izin] -
* Tidak diekspor kembali lewat
30 hari sejak jatuh tempo.

Status barang v’ barang impor sementara ditegah;
menjadi v’ Importir membayar BM, PDRI, dan
~N DA
“dianggap tidak diekspor Konsekuensi v’ Barang impor sementara harus
kembali dan diperlakukan — |r—— diekspor kembali, kecuali importir
sebagai barang yang tidak mendapat persetujuan
diekspor kembali” penyelesaian dengan tidak
\ / diekspor kembali dari Kepala
Kantor Pabean Pemasukan.
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O belum diekspor kembali
sampai dengan jangka waktu
Impor Sementara berakhir;

O mendapat keputusan tidak
diekspor kembali (selain hibah
dan force majeur); atau

O dicabut;

»

Mempertegas Ketentuan Penyegelan dan Penegahan

Dilakukan penyegelan » 30 hari, belum diselesaikan
paling lama 30 hari. kewajiban pabeannya,

L barang impor sementara dilakukan
penegahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai penindakan di bidang
kepabeanan dan cukai,

dae

O penyelesaian penegahan sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai BTD, BDN, dan BMN.
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Mempertegas mekanisme

pengaturan pencairan jaminan
dalam hal:
tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diekspor kembali (selain
tidak dapat dilaksanakan alau karena hibah kepada pemerintah
penegahan pusat dan force majeur)

142/PMK.04/2011
Tidak mengatur terkait pencairan jaminan
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Penambahan Penyelesaian dengan Hibah dan Penegasan Perpajakan
(PDRI) dalam Force Majeur

s
wst®
Ry
.
.
o
.

Wajib perizinan impor
Membayar:

* BM terutang,

* PDRI terutang,

e sanksi sebesar 100% BM

[Tujuan Tertentu ]

AN

a. diperlukan untuk pengerjaan proyek
pemerintah;

b. mengalami kerusakan berat dalam

penggunaan;

hilang tanpa ada unsur kesengajaan;

d. barang Impor Sementara digunakan untuk
tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan
Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk

e

v dibebaskan dari kewajiban membayar
BM

v dibebaskan dari kewajiban membayar
kekurangan BM, dalam hal barang Impor

o - J N Sementara diberikan keringanan BM
Fasilitas Pembebasan (Masterlist) 'Ic;gra:lé&lpungut PPN dan/atau PPN dan
Tujuan Hibah yang Diberikan kepada v dikecualikan dari pemungutan PPh; dan
Pemerintah Pusat v tidak dikenai sanksi administrasi berupa
N denda.
Force Majeur
Keadaan Memaksa (Force Majeure) n
A

v’ dikecualikan dari ketentuan barang dibatasi untuk diimpor
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Pemblokiran*

v Keputusan Impor Sementara
dicabut

*) Hanya atas
permohonan impor
sementara selanjutnya

12

Bulan

sejak dikenakan
sanksi (denda) atau
sejak realisasi
ekspor kembali

Tidak diekspor kembali

karena:
Tidak diekspor kembali

v" kerusakan berat karena:

dalam penggunaan v’ pengerjaan

v' hilang tanpa ada
unsur kesengajaan 6 . proyek.

v digunakan untuk Bulan T|dak y pfemerlntah
tujuan lainnya _ _ hibah kepada
(pertimbangan sejak dikenakan Diblokir pemerintah
Dirjen) sanksi (denda) pusat

v’ karena force
majeure

[ 142/PMK.04/2011 tidak mengatur terkait sanksi blokir |
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